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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmah-
NYA penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam periode 2021-2026 dapat

diselesaikan.

sebagaimana amanah Permendagri Rl Nomor 86 Tahun 2017 bahwa
Renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima)
tahun. Oleh karenanya didalam dokumen Renstra, wajib memperhatikan kondisi
atau hal yang menjadi isu strategis ke depan dalam perencanaan pembangunan
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka
menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Pada RPJMD Kota Batam periode 2021-2026, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengembang pelaksanaan misi
1 (kesatu) yakni “Mewujudkan ekonomi yang berkeadlian melalui
peningkatan kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis
keunikan dan keunggulan wilayah” dan misi 5 (kelima) “Mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis
teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”.

Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam selama 5 (lima) tahun kedepan, akan melaksanakan 6 (enam)
Program, 5 (lima) untuk urusan penanaman modal dan 1 (satu) program untuk
melaksanakan tugas kedinasan dan operasional kantor.

Akhir kata kami berharap dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman
DPMPTSP Kota Batam, dalam melaksanakan tugas dan fungsi urusan bidang

penanaman modal secara optimal 5 (lima) tahun kedepan.

Batam, November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA/BATAM

FIRMANSYAH, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19680412 198909 1 002
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan memiliki
peranan yang sangat penting dan strategis dalam menentukan arah
pembangunan. Perencanaan tersebut disusun secara berjangka meliputi
rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu
20 tahun, rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana
pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pembangunan (RKPD) Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat
Daerah (Renja OPD).

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan dokumen penjabaran
visi, misi dan program kepala daerah terpilih periode 2021-2026 untuk 5
(lima) tahun kedepan dan tertuang dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026,
kemudian menerjemahkannya kedalam tujuan, strategis, kebijakan dan
program prioritas.

Penyusunan Renstra DPMPTSP Kota Batam berpedoman pada
Permendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan PP 18/2016 urusan penanaman modal salah satu
urusan konkuren pemerintahan wajib yang dibagi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Urusan
penanaman modal merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak
berkaitan dengan pelayanan dasar. Selanjutnya pada Pasal 17 ayat (1)
“Untuk meningkatkan kualitas perizinan dan nonperizinan kepada
masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah
provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang penanamnan modal. Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dibentuk berdasarkan

e
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Perda 10/2016, dimana tugas dan fungsi diatur dalam Perwako Batam
56/2016 untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sesuai ketentuan UU 25/2007 Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud
dengan “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam
modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesastuan Republik
Indonesia (NKRI). Sedang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah
sesuai Permendagri 138/2018 adalah pelayanan secara terintegrasi dalam
satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap
penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang
telah ditetapkan dengan visi; ” Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia
Madani yang Modern dan Sejahtera”. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengemban misi 1 (KESATU);
“Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan
kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan
keunggulan wilayah” dan Misi 5 (KELIMA); “‘Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, responsif, efektif, dan efisien berbasis teknologi
informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat’. Untuk
melaksanakan misi 1 RPJMD Kota Batam 2021-2026, ditetapkan 1 (satu)
Sasaran yakni; “Meningkatnya realisasi investasi Kota Batam”. Dengan
ditetapkannya sasaran, maka diperlukan strategi dan kebijakan
pembangunan Pemerintah Kota Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan investasi dan kemudahan berusahan,
didukung 1 (satu) kebijakan yaitu Melakukan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal melalui pemantauan dan pengawasan;

2. Meningkatkan kualitas tenaga fungsional di bidang penanaman modall
dan perizinan, didukung 1 (satu) kebijakan yaitu meningkatkan kualitas
kompetensi SDM penanaman modal dan perizinan;

3. Menyusun perencanaan kegiatan investasi skala besar, sedang dan
kecil berdasarkan RTRW Kota Batam, didukung 1 (satu) kebijakan yaitu
Menyusun dokumen RUPM dan peta potensi penanaman modal;

4. Mendorong percepatan fasilitasi pelaksanaan KEK bersama BP Batam,
didukung 1 (satu) kebijakan yaitu Menyusun kajian dan regulasi
kebijakan insentif atau fasilitasi penanaman modal:

e e e e e e e e —— e
_———— e ———— e ————
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Untuk melaksanakan misi 5 RPJMD Kota Batam periode 2021-20286,
ditetapkan 1 (satu) sasaran yakni ; “Meningkatnya kualitas pelayanan publik
di bidang perizinan”. Dengan ditetapkannya sasaran, maka diperiukan
strategi dan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Batam sebagai
berikut :

1. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan
pelayanan perizinan, didukung 1 (satu) kebijakan yaitu Meningkatkan
mutu PTSP melalui penilaian berstandar internasional;

2. Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan perizinan, didukung 1 (satu)
kebijakan yaitu Meningkatkan layanan perizinan terkait dengan petugas
layanan (front office), kemudahan akses informasi dan ketepatan waktu
penyelesaian perizinan.

Sejalan dengan keenam strategi dan kebijakan tersebut, perangkat
daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam dalam rangka menyelenggarakan Rencana Kerja 5 (lima) tahun
kedepan sesuai visi dan misi RPJMD Kota Batam periode 2021-2026. Untuk
mengukur keberhasilan capaian kinerja sasaran, maka perlu ditentukan
indikator kinerja sasaran yakni :

1. Realisasi investasi;

2. Pemenuhan sertifikasi mutu layanan;

3. Persentase penurunan pengaduan layanan oleh masyarakat;

Dalam rangka mewujudkan Batam sebagai bandar dunia madani
yang modern dan sejahtera, peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah melaksanakan misi Kesatu dan
Kelima dengan komitmen dan daya organisasi yang ada, sehingga
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah menjadi lebih kuat
dan roda perekonomian daerah terus meningkat dari tahun ke tahun dengan
tetap meng-endors keunikan dan keunggulan lokal.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam memiliki 6 (enam) program, 11 kegiatan dan 31 sub kegiatan untuk
melaksanakan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. 6 (enam)
program tersebut yaitu :

Program Pengembangan |klim Penanaman Modal;

Program Promosi Penanaman Modal;

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

Program Pelayanan Penanaman Modal;

Program Pengelolaan Data dan Sistim Informasi Penanama Modal:

? o K @ K

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

R ———
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1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanén Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah mengacu pada :

1.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, san Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

__———————
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kawasan Perdaganan Bebas dan Pelabuhan Bebas;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2005 — 2025;

Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Riau Nomor ... Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025:

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 tahun 2016 tentang

Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor ... Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun
2021-2026;

Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
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1.3.

23. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu.

Maksud dan Tujuan

Renstra SKPD ini merupakan dokumen perencanaan (5) lima
tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RPJPD Kota Batam, yang memuat Visi,
Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan
yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah
dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman dan arah kebijakan Dinas
Komunikasi dan Infomarsi 5 (lima) tahun kedepan. Renstra ini memuat pula
sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja program dan kegiatan
untuk memastikan perwujudan visi dan misi Dinas Komunikasi dan

Informatika dapat terealisasi dengan efektif dan efisien.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam periode 2021-
2026.

2. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja OPD, yang memuat program,
kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat;

3. Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang sinergis, terpadu dan
konsisten serta berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan
daerah Kota Batam;

4. Memberikan arah atas kesinambungan antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap
pembangunan urusan penanaman modal dan unit pelayanan publik di

bidang perizinan.

e S —
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1.4. Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah :
BAB| PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan
Sistematika Penulisan

BABIl GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber
Daya Perangkat Daerah, dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB |l PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi,
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah.
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Arah Strategi dan Kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat
daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.

_—_——— e
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam dibentuk berdasarkan :

a. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;

b. Peraturan Walikota Batam Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

Berdasarkan Perda Kota Batam 10/2016 dan Perwako Batam
56/2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Batam dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah urusan di
bidang penanaman modal, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan
serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota lingkup tugas dan
fungsinya. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut
diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Batam mempunyai Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi, data dan informasi,
bidang pengawasan dan pengendalian dan pengaduan penanaman
modal dan perizinan, bidang perizinan ekonomi dan sosial, bidang
perizinan pembangunan dan lingkungan hidup;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
promosi, data dan informasi, bidang pengawasan dan pengendalian dan
pengaduan penanaman modal dan perizinan, bidang perizinan ekonomi

dan sosial, bidang perizinan pembangunan dan lingkungan hidup;

3. Pembinaan dan pelaksanaan bidang promosi, data dan informasi,
bidang pengawasan dan pengendalian dan pengaduan penanaman
modal dan perizinan, bidang perizinan ekonomi dan social, bidang
perizinan pembangunan dan lingkungan hidup; dan

4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kegiatan pelaporan Dinas.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tersebut diatas, Kepala
Dinas setingkat eselon Il dibantu oleh 1 Sekretaris (terdiri dari 3 kasubbag),

= ———————————— ... ___———————— |
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4 Kepala Bidang (terdiri dari masing-masing 3 kasi), dengan uraian tugas
dan fungsi sebagai berikut :

Sekretariat;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin,
membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-
tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan
program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta
pengkoordinasian tugas-tugas dibidang.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Sekretaris mempunyai tugas:

a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja

Dinas.
b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas.

c. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi
kesekretariatan Dinas yang meliputi administrasi umum dan

kepegawaian, program dan anggaran serta keuangan dan aset.

d. pelaksanaan penginventarisasian, penyusunan dan pengkoordinasian

penatausahaan proses penanganan pengaduan.
e. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang.

f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
kesekretariatan.

Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan
kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan penyusun kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.

C. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan
kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi,
kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.

d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja,
dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.

e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan
dan aset Dinas.

e ———
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f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian
dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat,

pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.

g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi
bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang
meliputi. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan
Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Badan lainnya sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi
bahan penetapan Laporan Kinerja Daerah di lingkungan Dinas yang
meliputi : Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan lainnya sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

i. mengendalikan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan
(SPIP) dan program Reformasi Birokrasi di lingkungan pekerjaannya.

j. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas
sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.

k. pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada bidang-bidang di lingkup Dinas.

|. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional.

m.membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan
kesekretariatan.

n. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

0. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan.

p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya
berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2), Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Program.

s
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b. Sub Bagian Keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1)

()

3)

(4)

Sub Bagian Perencanaan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian.

Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan

program.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi kerja
Badan.

b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan
bahan penyusunan rencana kegiatan Badan, koordinasi
penyusunan rencana dan program Badan serta koordinasi
pengendalian program, dan

c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program
kerja Badan.

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan Program adalah

sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan untuk menyusun rencana program kerja dan
kegiatan pada lingkup Sub Bagian Perencanaan Program berbasis
kinerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya.

b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja
di Sub Bagian Perencanaan Program agar sasaran tetap terfokus.

d. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Sub Bagian Perencanaan Program

e. menyusun bahan kebijakan operasional Program sebagai
pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas.

f. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan
pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan
di lingkungan Dinas.

g. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Anggaran untuk
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung pada Dinas.

_=—_———————————
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. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administasi
umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan
unit terkait untuk mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi
kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas.

i. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam

rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra)
SKPD, Rencana Kerja (Renja) SKPD, serta Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota.

j. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi

dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IPPD)
Dinas

. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai
bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris
yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian perencanaan program
sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan.
.mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program
kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas.

. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja
Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
sesuai dengan kebijakan Kepala Badan.

. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di lingkup
program dan anggaran.

. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Perencanaan
Program.

ess———————— e
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melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup keuangan.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi

keuangan Dinas.

. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan

penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi
penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian
keuangan dan menyusun laporan keuangan Dinas.

evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi keuangan
Dinas.

(4) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:

a.

menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai
dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan
dari Sekretaris.

. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas

pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja
di Sub Bagian Keuangan agar sasaran tetap terfokus.

. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman

pelaksanaan tugas.

. memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi

keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
serta pelaporan pengelolaan keuangan Dinas.

menyiapkan bahan konsep naskah Dinas bidang keuangan sesuai
petunjuk dari pimpinan.

. melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan

untuk belanja pengeluaran.
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h. melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan
keuangan pada Dinas. .

i. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan
Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

j. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan
keuangan Dinas sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah.

k. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Badan.

[. menyiapkan bahan wusulan Bendaharawan Pengeluaran,
Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris
Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
di lingkungan Dinas;

m.mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

n. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang
penatausahaan keuangan.

0. melaksanakan tata kelola administrasi Barang Milik Daerah
dilingkungan Dinas.

p. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Keuangan.

g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

r. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan.

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

t. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.
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RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM 2021-2026 Hal. 14



(1)

(2)

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris lingkup

administrasi umum dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup administrasi umum dan
kepegawaian.

b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah
Dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan
kerumahtanggaan Dinas, dan pengelolaan perlengkapan.

Cc. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan,
penyiapan dan penyimpanan data kepegawaian, penyiapan bahan
usulan mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan
kesejahteraan pegawai.

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup
administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah

sebagai berikut :

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan
kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman
pelaksanaan tugas.

C. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan
administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas
pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja
di Sub Bagian Umum dan kepegawaian agar sasaran tetap
terfokus.

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-
surat, dan pengelolaan dokumentasi serta kearsipan.

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf pada penulisan
tata naskah dilingkungan Dinas.

e —
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM 2021-2026 Hal. 15



h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas dan rapat-rapat
dilingkungan Dinas.

I. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan,
ketertiban dan kebersihan kantor.

j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor,
gedung kantor, kendaraan Dinas dan aset lainnya.

k. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana
dan prasarana perlengkapan Dinas. meliputi : pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pencatatan
perlengkapan pada Dinas.

l. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian
peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas.

m.melaksanaan koordinasi dalam menyiapkan bahan pengurusan
administrasi kepegawaian yang meliputi : pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan serta dokumentasi
data kepegawaian, rencana kebutuhan formasi dan mutasi
pegawai, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai,
kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen, Taperum, Asuransi
Kesehatan Pegawai, Absensi, Surat Keterangan Untuk
Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan
tugas belajar, ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah, ijin penceraian,
pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan
kesejahteraan pegawai.

n. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti
pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkungan
Dinas.

0. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang
meliputi : analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan
dan pengembangan karier serta disiplin pegawai.

p. Melaksanakan pengkoordinasian administrasi  penyusunan
penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan
Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

r. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang
administrasi umum dan kepegawaian.
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s. melakukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP),
Standar Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) pada lingkup Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian.

t. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat.

u. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian.

v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris.

w. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Bidang Promosi, Data dan Informasi;

(1) Bidang Promosi, Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala

Bidang.

(2) Kepala Bidang Promsi, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Promosi,

Data dan Informasi.

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Promosi, Data dan Informasi mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana dan program lingkup Promosi, Data dan
Informasi.

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Promosi, Data dan
Informasi.

Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup Promosi, Data dan Informasi; dan
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
Promosi, Data dan Informasi.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bidang Promosi, Data dan Informasi mempunyai uraian tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang

Promosi, Data dan Informasi yang berbasis kinerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan

umum dan teknis di Bidang Promosi, Data dan Informasi:

s
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c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Promosi, Data
dan Informasi;

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar
program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. melaksanakan promoasi, publikasi dan penyebarluasan informasi
penanaman modal dan kerjasama dalam dan luar negeri;

f. Melaksanakan pengelolaan data dan elektronik (PDE), informasi
penanaman modal dan potensi penanaman modal;

0. melaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan dan
nonperizinan penanaman modal;

h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah Dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

i.  merumuskan Standar Operasional Proseduer (SOP) Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Bidang Promosi, Data dan Informasi;

j.  melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Pusat;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas

dan kegiatan di Bidang Promosi, Data dan Informasi; dan

I. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang
Promosi, Data dan Informasi terdiri dari :
a. Seksi Promosi Penanaman Modal;
b. Seksi Data Penanaman Modal; dan
c. Seksi Informasi Penanaman Modal.

(1) Seksi Promosi dan Informasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi.

(2) Kepala Seksi Promosi, Data dan Informasi mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi, Data dan

Informasi.
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)

(4)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup promosi
penanaman modal.

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup promosi
penanaman modal

c. pelaksanaan pengendalian lingkup promosi penanaman modal;
dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup promosi penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal mempunyai uraian
tugas:

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi promosi penanaman modal yang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi promosi
penanaman modal;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan promosi penanaman modal;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

melakukan promosi penanaman modal dalam dan luar negeri;
melakukan publikasi penyebarluasan informasi serta peluang
penanaman modal;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah Dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk
ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup promosi penanaman modal;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi
Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Pusat
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan promosi penanaman modal;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan promosi penanaman modal;
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Seksi Data Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Data Penanaman Modal mempunyai tugas pokok

(3)

(4)

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi, Data dan

Informasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Seksi Data Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup data penanaman
modal;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup data penanaman
modal;

pelaksanaan pengendalian lingkup data penanaman modal; dan
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup data penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Seksi Data Penanaman Modal mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Data Penanaman Modal yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Data
Penanaman Modal;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan data penanaman modal;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

melakukan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman
modal;

Melakukan analisa perkembangan data perizinan dan nonperizinan
penanaman modal;

s
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(3)

(%)

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk
ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar

- Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

pada lingkup Seksi Data Penanaman Modal;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data
hasil kegiatan Seksi Data Penanaman Modal;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi Publik.
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seksi Informasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Promosi,

Data dan Informasi;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), Kepala Seksi Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup Informasi
Penanaman;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Informasi
Penanaman Modal;

pelaksanaan pengendalian lingkup Informasi Penanaman Modal:
dan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup Informasi Penanaman Modal.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Kepala Seksi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Informasi Penanaman Modal yang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Informasi
Penanaman Modal;
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c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Seksi Informasi Penanaman Modal;

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan
rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. melakukan pengelolaan data elektronik (PDE) dan sistem informasi;
melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi
penanaman modal;

g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas
pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk
ditandatangani pimpinan.

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.

i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

J. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data

hasil kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan Seksi Kemitraan Komunikasi dan Informasi Publik.

l.  melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal

dan Perizinan;

(1)

(2)

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal
dan Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup pengawasan,
pengendalian dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan program lingkup pengawasan,

pengendalian dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;
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b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan,
pengendalian dan pengaduan penanaman modal dan perizinan;

c. Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup pengawasan, pengendalian dan
pengaduan penanaman modal dan perizinan; dan

d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal
dan Perizinan mempunyai tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang
Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan
Perizinan yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan
Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan;

C. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang Bidang
Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan
Perizinan;

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. merumuskan dan mensosialisasikan pola pengawasan dan
pengendalian penanaman modal dan perizinan;

f. menerima dan memproses pengaduan baik secara tertulis maupun
lisan;

g. melaksanakan koordinasi pengelolaan dan pengembangan sistem
informasi dan komunikasi ;

h. mengoreksi susunan dan tulisan naskah Dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Bidang Pengawasa, Pengendalian dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan;
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melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan
Penanaman Modal dan Perizinan;

melaksanakantugas lain dari atasan sesuai fugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang

Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan

Perizinan terdiri dari :

a.
b.
c.

(1)

(2)

(3)

(4)

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman

Modal dan Perizinan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman

Modal mempunyai fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengawasan
dan pengendalian penanaman modal;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan
dan pengendalian penanaman modal;

C. pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan dan
pengendalian penanaman modal; dan

d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup pengawasan dan pengendalian penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Pengawsan dan Pengendalian Penanaman Modal

mempunyai tugas:

a. memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal
yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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(1)

)

(3)

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal;
merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Penanaman
Modal,

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanakan pola pengawasan dan pengendalian penanaman
modal;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Penanaman Modal;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi.

Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan mempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengawasan,
Pengendalian dan Pengaduan Penanaman Modal dan Perizinan;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan
mempunyai fungsi:
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penyusunan program dan rencana kerja lingkup pengawasan
dan pengendalian perizinan;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup pengawasan
dan pengendalian perizinan;

pelaksanaan pengendalian lingkup pengawasan dan
pengendalian perizinan; dan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup pengawasan dan pengendalian perizinan.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan mempunyai

tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perizinan yang
berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi
Pengawasan dan Pengaduan Perizinan;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Perizinan;
menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanakan pola pengawasan dan pengendalian perizinan;
mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Perizinan;
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k.

melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi dipimpin

oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Penanaman

Modal dan Perizinan:

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta

Mediasi mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup fasilitasi,
pengaduan dan konsultasi serta mediasi;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup fasilitasi,
pengaduan dan konsultasi serta mediasi;

pelaksanaan pengendalian lingkup asilitasi, pengaduan dan
konsultasi serat mediasi; dan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup fasilitasi, pengaduan dan konsultasi serta mediasi.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi

mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi
yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Fasilitasi,
Pengaduan dan Konsultasi serta Mediasi;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi serta
Mediasi;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

menerima dan memproses pengaduan baik secara lisan
maupun tertulis;
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mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi
serta Mediasi;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan SKPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi
serta Mediasi;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Fasilitasi, Pengaduan dan Konsultasi
serta Mediasi; dan

melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial;

(1) Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

(2)

(3)

Bidang.

Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Perizinan

Ekonomi dan Sosial;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial mempunyai fungsi:

a.

penyusunan rencana dan program lingkup perizinan ekonomi dan
sosial.

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan ekonomi
dan sosial;

Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup perizinan ekonomi dan sosial; dan
pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup perizinan ekonomi dan sosial.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial mempunyai tugas:

e
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merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang
Perizinan Ekonomi dan Sosial yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial;
merumuskan penyusunan penetapan kinerja Bidang Perizinan
Ekonomi dan Sosial;

menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melaksanakan pelayanan perizinan di bidang ekonomi dan sosial;
melaksanakan  penelitian dan penilaian serta penyelesaian
perizinan di bidang ekonomi dan sosial:

melaksanakan penetapan retribusi yang harus dibayarkan;
mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah
Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial; dan
melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan
fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang
Perizinan Ekonomi dan Sosial terdiri dari :

a. Seksi Perizinan Ekonomi;

b. Seksi Perizinan Sosial;

Seksi Perizinan Penanaman Modal.

(1) Seksi Perizinan Ekonomi dan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan
Ekonomi dan Sosial.
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(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup perizinan
ekonomi;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan
ekonomi

pelaksanaan pengendalian lingkup perizinan ekonomi; dan
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup perizinan ekonomi.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Perizinan Ekonomi yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perizinan
Ekonomi;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Perizinan Ekonomi;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

melakukan pelayanan perizinan di bidang Ekonomi;

penelitian penilaian serta penyelesaian perizinan di bidang
ekonomi;

melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus
dibayarkan di bidang ekonomi;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Ekonomi;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Ekonomi;
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melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Pengumpulan Data Statistik Sektoral.
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Seksi Perizinan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi Perizinan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala

Bidang Perizinan Ekonomi dan Sosial.

(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.
b.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup perizinan sosial;
penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan
social;

pelaksanaan pengendalian lingkup perizinan social; dan
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup perizinan social.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Perizinan Sosial mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Perizinan Sosial yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perizinan
Sosial;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Perizinan Sosial;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

melakukan pelayanan perizinan di bidang sosial;

penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan di bidang
sosial;

melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus
dibayarkaln di bidang sosial; |
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(1)

(2)

©)

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Sosial;

melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Sosial;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Sosial;

. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan

tugas dan kegiatan di bidang Seksi Perizinan Sosial;
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Seksi Kerjasama Perizinan Penanaman Modal dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan

Ekonomi dan Sosial;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Perizinan Penanaman Modal mempunyai

fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup Seksi Perizinan
Penanaman Modal;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Seksi Perizinan
Penanaman Modal;

pelaksanaan pengendalian lingkup Seksi Perizinan Penanaman
Modal; dan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup Seksi Perizinan Penanaman Modal.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Perizinan Penanaman Modal mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
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teknis Seksi Perizinan Penanaman Modal yang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perzinan
Penanaman Modal;

Cc. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan perizinan penanaman modal;

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. melakukan pelayanan perizinan di bidang penanaman modal;

f. melakukan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan
di bidang penanaman modal;

g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Penanaman Modal;

i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat:

. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Penanaman Modal;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Perizinan Penanaman Modal;

l.  melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(1) Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang.

(2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang
Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kepala Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup
mempunyai fungsi:
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(4)

penyusunan rencana dan program lingkup perizinan pembangunan
dan lingkungan hidup;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan
pembangunan dan lingkungan hidup;

Penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan
pemerintahan daerah lingkup perizinan pembangunan dan
lingkungan hidup; dan

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup perizinan pembangunan dan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup mempunyai
tugas:

a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di Bidang
Perizinan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang berbasis
kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan
umum dan teknis di Bidang Perizinan Pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja  Perizinan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan
sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

e. melaksanakan pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan
Lingkungan Hidup;

f. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup
kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani
pimpinan;

g. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
pada lingkup Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup;

h. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD, Pemerintah

Provinsi dan Pemerintah Pusat;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas
dan kegiatan di Bidang Perizinan Pembangunan dan Lingkungan
Hidup;
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j. melaksanakantugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan

fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bidang

Perizinan terdiri dari :

a. Seksi Perizinan Pembangunan;

b. Seksi Perizinan Utilitasi: dan

c. Seksi Perizinan Lingkungan Hidup.

(1) Seksi Perizinan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan

Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana Kkerja lingkup perizinan
pembangunan;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan
pembangunan;

pelaksanaan pengendalian lingkup perizinan pembangunan;
dan

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

lingkup perizinan pembangunan.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Perizinan Pembangunan mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Perizinan Pembangunan yang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perizinan
Pembangunan;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan perizinan pembangunan;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melakukan pelayanan perizinan di bidang pembangunan;
melakukan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan
di bidang pembangunan;

s
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melaksanakan perhitungan besaran retribusi yang harus
dibayarkan di bidang pembangunan;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan.

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Pembangunan;
melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Pembangunan;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan

tugas dan kegiatan Seksi Perizinan Pembangunan;

. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(1) Seksi Perizinan Utilitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan

Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Perizinan Utilitas mempunyai fungsi:

a.

penyusunan program dan rencana kerja lingkup perizinan
utilitas;

penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perizinan
utilitas;

pelaksanaan pengendalian lingkup perizinan utilitas; dan
pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup perizinan utilitas.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Perizinan Utilitas mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Perizinan Utilitas yang berbasis kinerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perizinan
Utilitas;
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(1)

(2)

3)

c. merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan Perizinan Utilitas;

d. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

e. melakukan pelayanan perizinan di bidang utlitas;
melakukan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan
di bidang utilitas;

g. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

h. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Utilitas;

i. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

J.  menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Utilitas:

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Perizinan Utilitas;

I.  melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Seksi Perizinan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi;

Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perizinan

Pembangunan dan Lingkungan Hidup;

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai

fungsi:

a. penyusunan program dan rencana kerja lingkup Perizinan
Lingkungan Hidup;

b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup Perizinan
Lingkungan Hidup;

c. pelaksanaan pengendalian lingkup Perizinan Lingkungan Hidup;
dan
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d.

pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lingkup Perizinan Lingkungan Hidup.

(4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Kepala Seksi Perizinan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

a.

memproses dan menyusun bahan rencana program kerja dan
kegiatan serta mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan
teknis Seksi Perizinan Lingkungan Hidup yang berbasis kinerja
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

memproses dan menyusun penetapan kinerja Seksi Perizinan
Lingkungan Hidup;

merancang dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi
pelaksanaan perizinan lingkungan hidup;

menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai
dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;

melakukan pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup;
melakukan penelitian dan penilaian serta penyelesaian perizinan
di bidang lingkungan hidup;

melaksanakan perhitungan besaran retribusi ang harus
dibayarkan di bidang lingkungan hidup;

mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah
dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan Tata Naskah
untuk ditandatangani pimpinan;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
Pelayanan Publik (SPP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) pada lingkup Seksi Perizinan Lingkungan Hidup;
melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan OPD,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian
data hasil kegiatan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan
tugas dan kegiatan Seksi Perizinan Lingkungan Hidup;
melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Gambar 1.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
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2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Satu Pintu Kota Batam pada 02 Januari 2021 sebanyak 69 Orang dengan

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

rincian sebagai sebagai berikut :

No Status Kepegawaian Jumlah Prosentase
1 | PNS 37 55%

2 |CPNS 0 0

3 | HONORER 31 45%

4 | Jumlah 69 100%

Grafik 1.Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

mSMU mDIlIl © Sarjana ™ Magister

Grafik 2.Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan Struktural
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

MENURUT JABATAN STRUKTURAL
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B Persentase = Jumlah
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Grafik 3.Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang DPMPTSP Kota Batam
MENURUT GOLONGAN RUANG

0 1 2 3 4 . 5 6 7 8 9

W Persentase HJumlah

2.2.2. Sarana dan Prasaran

Tabel 2.2.2.
Jumlah Aset Dinas DPMPTSP Kota Batam
No Pembidangan Barang Jumlah Satuan Keterangan
1 Golongan Tanah
meliput :
a. Tanah 0 - -
2 Golongan Peralatan
dan Mesin meliputi:
a. Alat-alat besar 0 - -
b. Alat-alat angkutan 6 Buah Roda Empat
c. Alat-alat kantor dan 434 Buah Barang-
rumah tangga barang
inventaris
d. Alat studio dan 2 Buah Kamera,
komunikasi Proyektor,
PC unit,
laptop,
e. Komputer dan 112 Buah scanner,
Multimedia
3 Golongan Gedung dan
Bangunan meliputi:
a. Bangunan gedung 0 - -
4 Golongan Jalan, Irigasi
dan Jaringan meliputi:
a. Instalasi 0 - -
b. Jaringan 0 - -
Jumlah 554

_—
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2.3. Kinerja Pelayanan DPMPTSP Kota Batam

Kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Batam meliputi:

a. Penerapan Aplikasi OSS, pasca terbitnya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018, layanan perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP
Kota Batam beralih dari aplikasi PTSP Online ke aplikasi OSS, dalam
rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha
secara nasional yang mengatur sebagai berikut :

Jenis, permohonan, dan penerbitan perizinan berusaha;

Pelaksanaan perizinan berusaha;

Reformasi perizinan berusaha sektor;

System OSS;

Lembaga OSS;

Pendanaan OSS;

Insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui

0OSS;

v Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha
melalui OSS, dan;
v" Sanksi.
b. Penerapan aplikasi SIS AN, dimana pemohon dalam mendapatkan

A N NN N

layanan perizinan dari seluruh konter baik Pemerintah Kota Batam dan
BP Batam, dipermudah untuk pengambilan antrian terintegrasi dalam
satu sistem;

c. Layanan Pengaduan, masyarakat yang hendak menyampaikan aduan
dapat menggunakan layanan kotak saran dan aplikasi Ape Kesah;

d. Layanan Informasi dan Konsultasi, DPMPTSP Kota Batam juga
menyediakan layanan informasi dan konsultasi bagi masyarakat dan
pelaku usaha baik yang memerlukan informasi perizinan maupun
informasi pelaporan pelaksanaan penanaman modal;

e. Mal Pelayanan Publik, untuk memfasilitasi masyarakat Kota Batam
dalam memperoleh layanan dari berbagai instansi vertikal seperti :
Kejaksaan Negeri Batam, Kementerian Tenaga Kerja, Kemenkumham,
BP Batam, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, Kementerian
Tenaga Kerja serta BNN. Instansi daerah yaitu Dinas Pendidikan,
BP2RD, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Perhubungan.
Sedang sektor swasta Telkom, PT. Adya Tirta dan Kenotariatan;

f. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal, memanfaatkan
promosi penanaman modal sebagai media fasilitasi dan pengawalan

-
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minat investasi besar dan prioritas di pusat dan daerah, optimalisasi
strategi promosi penanaman modal melalui potensi peluang investasi
daerah dan optimalisasi pemanfaatan saluran promosi berupa event dan
platform digital

Pengawasan Perizinan dan Pelaksanaan Penanaman Modal,
dilaksanakan dalam rangka penguatan pengendalian pelaksanaan
penanaman modal, maka pengawasan dan pemantauan di lapangan
menjadi suatu kegiatan yang penting dalam mengkonfirmasi data
perizinan dan pelaksanaan penanaman modal secara tepat.
Pengolahan Data Perizinan dan Penanaman Modal, mengelola dan
merekap data perizinan dan penanaman modal sebaga laporan
pelaksanaan perizinan yang diterbitkan dari seluruh sektor dan
perkembangan realisasi investasi di setiap bulannya;

Pengembangan sistim Informasi, dilakukan secara online
menggunakan aplikasi Support Batam guna memudahkan koordinasi
internal antara DPMPTSP Kota Batam dengan Dinas Kominfo sebagai
programmer Pemko Batam dalam merespon kendala dan hambatan
aplikasi pelayanan perizinan.

Analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Untuk mengukur keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan urusan

penanaman modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batam menyajikan analisis Indikator Kinerja Kunci (IKK), data

capaian IKK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Tataran Pelaksana Kebijakan
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Terobosan Inovasi Baru

No Aspek Fokus IKK Rumuh Jenis Data | Capaian
Perhitungan (2020) Kinerja
1 | Terobosan Daya Jumlah Jumlah izin | 4.509 Izin | 4.509 Izin

Inovasi Baru Saing persetujuan | investasi di

Daerah investasi tahun 2020

Tabel. 2.4
Tataran Pelaksana Kebijakan
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Urusan IKK Rumus/ Persamaan Capaian
Kinerja

Penanaman | Kenaikan/
Modal

Realisasi PMDN/PMA tahun 2020 — Realisasi PMDN/PMA tahun 2019 x 100%

Penurunan

Nilai Realisasi Relisasi PMDN/PMA tahun 2019

PMA/PMDN 42%
(milyar rupiah) Rp22.078.838.800.000 — Rp15.599 574.400.000 x 100%

Rp15.569.574.400.000

“
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Terkait pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan dan evaluasi terkait hasil Renstra pelayanan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun
2016-2020 dapat dilihat pada tabel T-C 23, TC-24 dan E.80 di bawah ini :

e e e
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2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

2.4.1.

2.4.2.

Tantangan

Ditengah ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi
global, Indonesia optimis investasi akan tetap tumbuh. Situasi
makro ekonomi global saat ini merupakan tantangan dan peluang
bagi Indonesia untuk menarik investor yang sedang mencari

Negara-negara emergingmarket bagi penanaman modalnya.

Tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam 5 (lima) tahun kedepan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, antara lain :

1. Penerapan Sustainable Development Goals oleh pemerintah
pusat perlu dukungan dari pemerintah daerah;

2. Dinamika perubahan regulasi membutuhkan respon cepat
untuk penerapan di daerah;

3. Tuntutan perwujudan visi dan misi kepala daerah yang
tercantum dalam RPJMD Kota Batam periode 2021-2026;

4. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang cepat
dan transparan;

5. Persaingan global di bidang investasi;

6. Kota Batam sebagai .

Tantangan yang ada saat ini menjadi fokus Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pertumbuhan
investasi di Kota Batam.

Peluang

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
juga memiliki berbagai peluang yang diharapkan dapat digunakan
sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan.
Peluang yang harus dioptimalkan oleh Dinas Penanaman Modal

=== e e
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2.4.3.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam

melaksanakan tugas dan fungsi 5 (lima) tahun yang akan datang,

antara lain :

1.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang urusan penanaman
modal;

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal yang
mendukung pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara

elektronik;

3. Sumber daya OPD yang memadai;

4. Kebutuhan peningkatan pelayanan publik di bidang perizinan;

Minat investasi yang tinggi di Kota Batam;

Pengembangan Pelayanan

Pada Renstra periode 2021-2026 Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengembangkan

layanan urusan penanaman modal dengan mulai melaksanakan

kegiatan yaitu :

1.

Penyusunan kajian dan regulasi kebijakan insentif kepada
pelaku usaha;

Menerapkan layanan perizinan sesuai peraturan perundang-
undangan terbaru terkhusus saat ini terbitnya PP 5/2021 dan
PP 6/2021;

Meningkatkan mutu layanan publik bidang perizinan melalui
pemenuhan sertifikasi mutu layanan 1SO 9001;

Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN melalui
sosialisasi dan optimalisasi LKPM;

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan
pengawasan dan pemantauan di lapangan secara rutin;
Melaksanakan kegiatan seminar bisnis, forum, one on one
meeting;

Peningkatan pemantauan kepatuhan atas pemenuhan
komitmen perizinan berusaha;

Standarisasi pelayanan perizinan berusaha (NSPK);

=_=—_——————————e—s e e
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9. Peningkatan kapasitas aparatur pelayanan dan calon penanam
modal dalam pemanfaatan OSS, dan;

10.Pengolahan data perizinan dan realisasi investasi secara
elektronik untuk memantau pertumbuhan ekonomi daerah;

11.Mendorong peningkatan daya saing daerah melalui kerjasama
antara PMA dan PMDN dengan UMKM;

12.Pemberian fasilitas penanaman modal untuk mendukung

pengembangan penanaman modal.

Tabel 2.4.1.

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam, Renstra Provinsi dan BKPM RI

Sasaran

Sasaran Renstra

Sasaran Renstra

i ineri Renstra Kem.
No Indikator Kinerja OPD Provifisi ‘
Kominfo
1 | Peringkat kemudahan Meningkatnya Meningkatnya
berusaha di Indonesia realisasi investasi .
nilai tambah

(rangking EoDB) yang
ditunjukkan antara lain
dengan meningkatnya

lapangan kerja,

indicator memulai usaha ITvRakEs)

: ekspor, dan

a. Jumlah prosedur .
daya saing

b. Waktu (hari)

2 | Nilai realisasi PMA dan
PMDN (rp Triliun)

3 | Kontribusi PMDN
terhadap realisasi PMA
dan PMDN (%)

4 | Nilai realisasi PMA dan
PMDN industri
pengolahan (Rp Triliun)

perekonomian

5 | Kontribusi realisasi
investasi luar pulau jawa
(%)

6 | Penerapan perizinan Meningkatnya
berusaha secara kualitas
elektronik pelayanan publik

di bidang
perizinan

s ——
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BAB 11l

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang memiliki tugas dan fungsi di bidang

penanaman modal serta menyelenggarakan pelayanan perizinan. Dalam

melaksanakan tugas dan fungsi permasalahan dan hambatan yang

dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai

berikut :

Tabel 3.1.1.

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Priorita dan Sasaran

Pembangunan Daerah

yang mengatur insentif-disinsentif

sesuai perda

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
1 | Belum optimalnya iklim investasi | Perlu adanya koordinasi untuk Dari sisi eksternal : pemohon
mesinergikan antara peraturan yang mengalami kendala
pusat dan daerah dalam memenuhi persyaratan
(sertifikat, penguasaan lahan,
Penyederhanaan peraturan trufzna (MB). S5hingea
terkendala proses perizinan;
daerah yang ada Sisi internal : Kurangnya
Perlu ditingkatkan pengawasan | aparatur untuk melaksana
dan tindakan survey lapangan proses
perizinan, dan;
2 | Belum optimalnya pemanfaatan Belum tersedianya Peta Potensi | Belum optimalnya promosi
RDTR Kota Batam dalam Peluang Investasi daerah penanaman modal
promosi investasi daerah
3 | Ketersediaan informasi potensi Koordinasi dinas terkait dalam Belum tersedia RUPM dan
peluang investasi masih minim penyediaan infrastruktur peta potensi investasi daerah
perkotaan yang mendukung
investasi
4 | Belum adanya peraturan daerah | Pemberian insentif-disinsetif Tingkat keamanan dan

kepastian hukum dalam hal

terhadap pelaku usaha pemberian insentif di daerah;
5 | PTSP sebagai pelayanan utama | Tim Teknis ditetapkan setiap Belum optimalnya fungsi tim
perizinan belum maksimal tahun teknis dalam

penyelenggaraan PTSP

Perumusan isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Batam merupakan hasil analisis internal berupa

s e,
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identifikasi permasalahan pembangunan, analisis eksternal berupa
kondisi yang diciptakan peluang dan ancaman bagi DPMPTSP Kota
Batam untuk 5 (lima) tahun yang akan dating, dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 3.1.2.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

Capaian/ Standar yang Faktor yang Mempengaruhi Permasalahan
Aspek Kajian | Kondisi Saat Digunakan Internal Eksternal Pelayanan
ini (Kewenangan (Diluar Perangkat Daerah
PD) Kewenangan
PD)
1 2 3 4 5 B
Batam 24 itk KEK | o Pertumbuhan | e Tugas dan e KIL, e Perlu adanya
sebagai perekonomian fungsi OPD Provinsi koordinasi untuk
lokomofif daerah; melaksanakan | danBP mesinergikan
perekenomian o Realisasi urusan di Batam; antara peraturan
nasional investasi; bidang o Peraturan pusat dan
penanaman dan daerah;
modal; perundang-
undangan
terkait KEK;
PTSP 71.10% Penyelesaian PTSP sebagai Perangkat e Belum
Pelayanan perizinan sesuai | pelayanan Daerah optimalnya
utama waktu SOP utama perizinan | sebagai fungsi im teknis
Perizinan proses teknis dalam
(Pertek) penyelenggaraan
PTSP;

o Jumlah aparatur
masih belum
memenuhi
kebutuhan;

Promosi 1 kali Penyelenggaraan | e Perda Kota Kerjasama e Belum
potensi event promosi Batam terkait optimalnya
peluang potensi peluang RTRW; investasi luar promosi
investasi investasi skala e Perwako negeri di penanaman
daerah nasional Batam RDTR; | daerah modal;

e Belum
tersedianya
RUPM dan peta
potensi peluang
investasi daerah

Pengawasan | 665 Jumlah Terdapat bidang | Peraturan e Tingkat
dan perusahaan | perusahaanyang | yang memiliki perundang- keamanan dan
Pemantauan menyampaikan tugas dan fungsi | undangan kepastian
Penanaman LKPM pengawasan terkait hukum dalam
Modal/ dan pemantauan | pengendalian hal pemberian
Perizinan penanaman pelaksanaan insentif-
modal dan penanaman disinsentif di
perizinan modal daerah
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Tabel. 3.1.3.

Identifikasi Isui-isu Strategis

Isu Strategis
No. Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Lain-lain
Regional/Lokal
1 | Percepatan pemulihan ekonomi | Melambatnya Perubahan regulasi | Kerjasama daerah
global pertumbuhan membutuhkan dengan luar negeri
penanaman modal | respon cepat di terkait investasi
daerah
Pelayanan Pelayanan Kultur masyarakat
penanaman modal | perizinan berbasis | belum adaptif
yang belum elektronik belum sepenuhnya pada
berkualitas maksimal penggunaan
teknologi informasi
(aplikasi OSS RBA)
2 | EoDB (ease of Doing Business) | Pelayanan Peaksanaan KEK Pemanfaatan
salah satu penilaian penting dunia | penanaman modal | membutuhkan RDTR Kota Batam
investasi yang belum sesuai | sinergisitas antara
dengan investor Provinsi, Pemko
needs dan BP

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Daerah terpilih

Wakil Kepala

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2021-2026, ditetapkan visi
Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam yakni “Terwujudnya Batam

sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern dan Sejahtera” dan misi

yang sebagai berikut :

1. Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas

dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan

keunggulan wilayah;

Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung

infrasturktur, utilitas dan system transportasi yang maju, ramah, aman,

asri dan nyaman sesuai tata ruang;

3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan

berakhlak mulia;

Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk

pemerataan dan sebagai penopang perekonoian Kota Batam;
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Tabel. 3.1.3.

Identifikasi Isui-isu Strategis

investasi

yang belum sesuai | sinergisitas antara
dengan investor Provinsi, Pemko
needs dan BP

Isu Strategis
No. Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika Lain-lain
Regional/Lokal
1 | Percepatan pemulihan ekonomi | Melambatnya Perubahan regulasi | Kerjasama daerah
global pertumbuhan membutuhkan dengan luar negeri
penanaman modal | respon cepat di terkait investasi
daerah
Pelayanan Pelayanan Kultur masyarakat
penanaman modal | perizinan berbasis | belum adapfif
yang belum elektronik belum sepenuhnya pada
berkualitas maksimal penggunaan
teknologi informasi
(aplikasi OSS RBA)
2 | EoDB (ease of Doing Business) | Pelayanan Peaksanaan KEK | Pemanfaatan
salah satu penilaian penting dunia | penanaman modal | membutuhkan RDTR Kota Batam

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Daerah terpilih

Wakil Kepala

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2021-2026, ditetapkan visi
Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam yakni “Terwujudnya Batam

sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern dan Sejahtera” dan misi

yang sebagai berikut :

1. Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas

dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan dan

keunggulan wilayah;

2. Mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan didukung

infrasturktur, utilitas dan system transportasi yang maju, ramah, aman,

asri dan nyaman sesuai tata ruang;

3. Mewujudkan SDM yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan

berakhlak mulia;

Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk

pemerataan dan sebagai penopang perekonoian Kota Batam;
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5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efekiif dan
efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.

Peranan Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan
urusan penanaman modal mengampu pada misi 1 (kesatu) yaitu
“Mewujudkan ekonomi yang berkeadlian melalui peningkatan
kualitas dan diversifikasi kegiatan perekonomian berbasis keunikan
dan keunggulan wilayah” dan misi 5 (kelima) “Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis
teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat”.

Visi dan misi Walikota Batam dan Wakil Walikota Batam
merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra)
DPMPTSP Kota Batam untuk 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Dinas
berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam
menentukan sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan

sub kegiatan.
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Tabel 3.2.

Identifikasi Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kota Batam

Visi: | Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani, Modern dan Sejahtera
Permasalahan Faktor
No. Misi dan Program KDH Pelayanan OPD Penghambat Pendorong
1 2 3 4 5
1 Misi 1 ;
Mewujudkan ekonomi yang
berkeadilan melalui
peningkatan kualitas dan
diversifikasi kegiatan
perekonomian berbasis
keunikan dan keunggulan
wilayah.
Program Pengemangan lklim | Tingkatkeamanan | Belum tersedia Tersedianya
Investasi dan kepastian Perda terkait Perda pemberian
hukum dalam hal | pemberian insentif-disinsentif
pemberian insentif- | insentif-disinsentif

disinsentif di

daerah

Program Promosi e Belum e Belum e Adanya

Penanaman Modal optimalnya tersedia anggaran
promosi strategi penyusunan
penanaman promosi strategi promosi
modal; penanaman penanaman

e Belum modal; modal;
tersedianya o RDTR daerah |e Kewenangan
RUPM dan peta belum tersedia | fasilitasi dan
potensi peluang koordinasi
investasi daerah

Program Pengendalian Perlu adanya Lambatnya Adanya program
Pelaksanaan Penanaman koordinasi untuk respon prioritas kepala
Modal mesinergikan pemerintah daerah

antara peraturan daerah terhadap

pusat dan daerah; | perubahan

regulasi
2 | Misi5:
Mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik,
responsive, efekif dan efisien
berbasis teknologi informasi
dalam meningkatkan
pelayanan kepada
mayarakat.
Program Pelayanan e Belum e Dinas teknis | e Dinas teknis
Penanaman Modal optimalnya belum melaksanakan
Program Pengelolaan Data fungsi tim teknis melaksanakan tugas dan
dan Sistem Informasi dalam tugas dan fungsi tim
Penanaman Modal penyelenggaraan fungsi tim teknis sesuai
PTSP; teknis dengan SOP;

e Jumlah aparatur maksimal; e Komitmen
masih belum e Belum kepala daerah
memenuhi terpenuhinya terkait
kebutuhan; jumlah peningkatan

aparatur mutu layanan
sesuai PTSP
kebutuhan
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RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM 2021-2026

Hal. 63




3.3. Telaaf Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Tabel. 3.3.1.

Permasalahan Pelayanan OPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan
Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

Penanganannya
Sasaran Sasaran I Sebagai Faktor
Menengai Nienehigah OPD Penghambat Pendorong
Renstra K/L | Renstra Provinsi
(1) (2) (3) 4) (5)
Meningkatnya Belum adanya Rencana | e Pertumbuhan e Kebijakan
realisasi Umum Penanaman ekonomi masih peraturan
penanaman Modal Kota Batam belum optimal; perundang-
modal e Perubahan undangan yang
regulasi perizinan mendukung
belum direspon pelaksanaan
dengan cepat di penanaman
daerah modal
. e Terbatasnya SDM | e Adanya program
ﬂ%@?ggﬂ;ﬁa aparatur yang prioritas kepala
pelaku usaha/ memahami daerah dalam
penanam ketentuan RPJMD;
modal kegiatan e Adanya program
Terwujudnya penanaman dan kegiatan
Birokrasi yang modal; pengembangan
bersih. efektif e Sarana dan _ kapasitas
daii m;elayani prasarana Dinas aparatur;
belum memadai

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Batam yang dilaksanakan tidak terkait dengan

lokasi/penempatan fasilitas tertentu, melainkan diatur dalam ketentuan

penataan ruang dan dampak lingkungan hidup

Sehingga tidak

memerlukan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait tugas

dan fungsi/pelayanan/wilayah yang menjadi tanggungjawab Perangkat

Daerah. Berikut disajikan dalam tabel di bawah ini.
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Tabel. 3.4.1.

Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

Kota Batam
Indikasi Program Pengaruh Arahan Lokasi
Rencana Struktur Pemanfaatan Rencana Pengembangan
No. Struktur Ruang Saat Ruang Pada Struktur Ruang | Pelayanan PD
RUang Ini Periode Terhadap
Perencanaan Kebutuhan
Berkenan Pelayanan PD
1 2 3 4 5 6
1 : R - 2 .
2 . 2 . = .
Tabel. 3.4.2.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Provinsi/Kabupaten/Kota
Indikasi Program Pengaruh Arahan Lokasi
Pemanfaatan RencanaPola | Pengembangan
No. | RencanaPola | PolaRuang Ruang Pada Ruang Terhadap | Pelayanan PD
RUang Saat Ini Periode Kebutuhan
Perencanaan Pelayanan PD
Berkenan
1 2 3 4 5 6
1 - = . . .
2 - . - -

3.5. Penentuan Isu-lsu Strategis

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan

prioritas tahun yang direncanakan.

Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam mengidentifikasi faktor

internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan

(strength), kelemahan (weakness) dan faktor eksternal terdiri dari peluang

(opportunities) dan ancaman (threats).

Identifikasi Faktor Internal yaitu :

Kekuatan (Strength)
a. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang

penanaman modal;

b. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP;
c. RUPM Kota Batam
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Kelemahan (Weakness)

a.
b.
C.

Lemahnya koordinasi di lingkungan PD;

Terbatasnya sarana dan prasarana,;

Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang menangani perizinan
dan penanaman modal;

Belum tersedia peta potensi investasi.

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (Opportunities)

a.

Kota Batam ditetapkan sebagai kawasan startegis nasional di bidang
ekonomi wilayah KEK;

Keberadaan Kota Batam di kawasan perbatasan Negara Singapur dan
Malaysia;

c. Penerapan perizinan online,

d. Tuntutan masyarakat mendukung pelayanan perizinan dan

melakukan pengawasan;
Pengembangan ekonomi daerah berbasis kemaritiman dan kearifan
lokal.

Ancaman (Threats)

a.

® o 0 T

Akses infrastruktur pendukung kegiatan penanaman modal;

Adanya pengaduan masalah perizinan;

Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perizinan online;
Ketidaksesuaian kepemiliki perizinan;

Lemahnya daya saing industri UMKM di daerah untuk bekerjasama
dengan perusahaan yang berskala besar.
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 202126-2026, maka Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

menetapkan tujuan dan sasaran organisasi sebagai berikut :

1. Tujuan OPD adalah Meningkatnya Realisasi Investasi dan Kualitas
Pelayanan Publik di Bidang Perizinan, dengan sasaran sebagai
berikut :

1. Meningkatnya realisasi investasi;

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan;

Adapun tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam adalah sebagaimana
Tabel 4.1 di bawah ini.
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BABV
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam ditetapkan dalam Renstra periode 2021-2026 sebagai
perumusan fokus program, Kkegiatan dan sub kegiatan strategis yang
menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan
Rencana Kerja setiap tahunnya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam memiliki 1 (satu) tujuan untuk melaksanakan
misi kesatu dan kelima di RPJMD Kota Batam periode 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatnya realisasi investasi dan kualitas pelayanan publik di bidang
perizinan;
Adapun indikator tujuan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2021-2026 yaitu :
1. Pertumbuhan realisasi investasi daerah;
2. Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang pelayanan perizinan satu atap.

Sedang sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam tahun 2021-2026 sebagai berikut :
1. Meningkatnya realiasi investasi;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan;

Indikator sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam tahun 2021-2026 sebagai berikut :

» Sasaran 1 memiliki 1 indikator :
1. Realisasi investasi;

» Sasaran 2 memiliki 2 indikator :
1. Pemenuhan sertifikasi layanan;
2. Persentase penurunan pengaduan oleh masyarakat.

_— s e
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Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam

beserta indikator kinerjanya disajikan sebagaimana dalam tabel di bawah

ini:
Tabel. 5.1
Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Visi Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani, Modern dan
Sejahtera
Misi | Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan melalui

Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi Kegiatan Perekonomian Berbasis
Keunikan dan Keunggulan Wilayah

Tujuan

Sasaran

Strategi

Arah Kebijakan

1.1. Meningkatkan
perekonomian
Kota Batam
berbasis sektor
perdagangan,
jasa, pariwisata
dan pertanian
yang berdaya

1.2. Meningkatnya
realisasi investasi
Kota Batam

Meningkatkan
pelayanan investasi
dan kemudahan
berusaha;

Melakukan
pengendalian
pelaksanaan
penanaman modal
melalui pemantauan
dan pengawasan;

Meningkatkan
kualitas tenaga

Meningkatkan
kualitas kompetensi

transparan dan akuntabel
dengan memanfaatkan
teknologi informasi

saing fungsional di bidang | SDM penanaman
penanamanmodal modal dan perizinan
dan perizinan
Menyusun Menyusun dokumen
perencanaan RUPM dan peta
kegiatan investasi potensi penanaman
skala besar, sedang | modal
dan kecil Meningkatkan
berdasarkan RTRW | kegiatan promosi
Kota Batam; penanaman modal
Mendorong Menyusun kajian
percepatan dan dan regulasi
fasilitasi kebijakan insentif
pelaksanaan KEK atau fasilitas
bersama BP Batam. | penanaman modal;
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Responsif, Efektif
dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi dalam Meningkatkan
Pelayanan kepada Masyarakat
Meningkatkan kualitas Meningkatkan Meningkatkan mutu
pelayanan publik yang pemanfaatan layanan PTSP

teknologi informasi
dan komunikasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan/
pelayanan publik

melalui penilaian
berstandar
nternasional

Meningkatkan
cakupan dan
kualitas layanan
publik

Meningkatkan
layanan perizinan
terkait dengan
petugas layanan
FO, kemudahan
akses informasi dan
ketepatan waktu
penyelesaian
perizinan
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai dengan penetapan Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam di dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam periode 2021-
2026 sebagaimana Tabel 6.1 dalam lampiran. Sedangkan capaian indikator
kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL 6.2.
INDIKATOR KINERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD 2021-2026

TARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE -
; "KONDISI - KONDISI
INDIKATOR | KINERJA PADA el
% mﬁmﬁ 2021 2021 2023 | 2024 | 2025 | 202 RPJMD
Tingkat persentase izin
investasi yang 8.14% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 30%
ditindaklanjuti
persentace kepeminatan | oum ikeriken | 90% | 90% | oo | 90% | 0% | 0% 90%
Tingkat kepatuhan
perusahaan dalam 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
menyampaikan LKPM
1 0,
;:gﬁ;s:ezzgﬁgﬁagop 71.10% 0% | 70% | % | so% | 0% | co% 90%
Persentase ketersediaan 70%
data investasi secara Belum dikerjakan 60% 70% 80% 80% 90% 90%
realtime
l;jg';::}';:ﬁ(‘ﬁﬁg - Belumdikeriaken | 90% | 0% | % | oo% | sow% | o0% 90%

e e e e e e e e e o — ——
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BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab VIl ini penjalasan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang melaksanakan bidang urusan
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat dilihat dalam tabel

7.1. pada halaman berikutnya.

e =
RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM 2021-2026 Hal. 76
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BAB VIl
PENUTUP

Renstra OPD merupakan rencana tindak yang disusun dengan
mempertimbangkan lingkungan strategis berdasarkan tugas dan fungsinya
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Renstra Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam periode 2021 — 2026,
merupakan rencana tindak seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dalam kurun waktu lima tahun ke
depan untuk mencapai tujuan organisasi, dalam rangka mewujudkan misi
kesatu dan kelima yang telah ditetapkan RPJMD Kota Batam periode 2021-
2026. Sebagai pedoman dan rujukan bagi jajaran DPMPTSP Kota Batam
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam, Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang
berkududukan sebagai sub sistem dari dokumen perencanaan induk
Pemerintah Kota Batam. Oleh karena itu dalam penyusunannya merujuk dan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Batam 2021-2026.

Renstra merupakan dokumen perencanaan, sebagus apapun isi dari
Renstra tidak akan mampu merubah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam menjadi OPD yang eksis dan berhasil
mewujudkan misi yang diemban tanpa adanya komitmen dan upaya sungguh
— sungguh dari seluruh ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Batam untuk menerapkannya. Menjadi sangat penting untuk
diikkrarkan oleh semua jajaran mulai dari kepala dinas, sekretaris, kepala
bidang, sub bagian/seksi dan seluruh staf Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam, bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun
dalam Renstra menjadi pedoman untuk dilaksanakan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra ini menjadi
komitmen untuk dicapai dan dipertanggunjawabkan di hadapan publik,
sehingga seluruh komponen organisasi harus ikut terlibat langsung dan
bertanggung jawab dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu sumber daya
manusia merupakan organisasi yang sangat vital dan berfungsi sebagai
penentu utama dalam mencapai tujuan yang harus dikelola secara profesional
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dan proporsional berdasarkan peraturan perundang — undangan yang berlaku
serta kebijakan dan prosedur yang tepat.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Batam ini dapat diimplementasikan sesuai dengan
tahapan — tahapan yang telah ditetapkan secara konsisiten dalam rangka
mewujudkan good governance guna menuju terwujudnya pelayanan publik
yang prima, transparan dan akuntabel.
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